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Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan,
namun dalam kenyataannya tidak semua jaminan fidusia tersebut didaftarkan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat
Berlian Global Aceh, kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, dan akibat hukum jika
jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian
Global Aceh dalam pelaksanaannya ada dua jenis pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan yaitu dengan pembuatan akta notaris
yang berupa akta jaminan fidusia yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik, dan yang kedua
yaitu pengikatan secara akta dibawah tangan dan hanya dilegalisasi saja oleh notaris. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia
secara elektronik ini memiliki kendala yaitu terkadang pemohon tidak bisa langsung masuk pada sistem pendaftaran fidusia secara
elektronik, dan sering terjadinya socket error dimana koneksi sering terputus untuk proses pembayaran pendaftaran fidusia pada
Bank BNI. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak memiliki sertifikat fidusia.
Sertifikat fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Disarankan kepada pihak bank selaku kreditur agar  membebankan jaminan fidusia dengan membuat akta notaris yaitu akta jaminan
fidusia dan selanjutnya didaftarkan guna memperoleh sertifikat fidusia. Kepada bank persepsi dalam hal ini Bank BNI untuk dapat
membuka counter khusus bagi pemohon untuk membayar biaya pendaftaran fidusia sehingga pihak yang membayar pendaftaran
fidusia tidak menunggu terlalu lama. Kepada pihak bank selaku kreditur agar mendaftarkan keseluruhan benda yang menjadi objek
jaminan fidusia, karena hal tersebut akan menguntungkan pihak bank sendiri yang dapat mengeksekusi langsung objek jaminan
fidusia apabila sewaktu-waktu debitur cidera janji.
